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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 07 Mei 2003, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SD, tempat
kediaman di KABUPATEN  KATINGAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 09 Juli 2000, agama Islam,
pekerjaan Xxxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX,
XXXX XXXX, XXXX XXXXXXKK, XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXX — XXXXXX,  selanjutnya  disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25
Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada
hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor
xx/Pdt.G/2023/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
169/01/XI1/2022, tanggal 05 Desember 2022;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di
rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX,
XXXX XXXX, Desa Hampalit, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX  XXXXXXXXXX XXXXXX, dan sebagai tempat kediaman bersama
terakhir;

4, Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun
dan telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, sejak bulan Desember 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus
menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Januari tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dan tinggal di Rumah orang tua Penggugat di
KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sedangkan
Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif
terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar
memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada
pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka
Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk
mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023
menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki gugatan sambil
mengusahakan upaya damai terkait kewajiban nafkah untuk Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki
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gugatan sambil mengusahakan upaya damai terkait kewajiban nafkah untuk
Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena
itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat
untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal xx ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19xx, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2023 dari
Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami EMA FATMA NURIS,
S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM 1ZZUL ISLAMI, S.H.l., M.H. dan FARIZ
PRASETYO AJIl, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
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tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram
1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh BAYU IRAWAN, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.l., M.H. EMA FATMA NURIS, S.H.I

FARIZ PRASETYO AJIl, S.H.
Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).
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Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kasongan

H. MUHAMAD AINI., S.Ag
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